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ABSTRAK 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 

Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak agar anak mendapatkan 
naungan yang pasti di hadapan hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi atau 

perlakuan tidak adil dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Anak adalah 
orang yang belum mempunyai kekuatan untuk bertindak dan berusaha sendiri dalam 
hal apapun tanpa adanya orang yang berada dekat dengannya. Salah satu produk fiqh 

Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Inpres No. 1 tahun 
1991 sebagai pedoman Hakim Agama dalam memutuskan perkara umat Islam 

Indonesia, jadi KHI tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya putusan 
hakim dalam suatu perkara. Terkait anak, KHI pada dasarnya mempunyai kesamaa n 
dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yakni adanya 

anak sah dan tidak sah, pernikahanlah yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya 
anak. Jika anak dalam perkawinan, meski pembenihannya dilakukan tidak sedang 

dalam ikatan pernikahan maka anak secara sah dan bernasab pada ayah namun jika 
telah lahir sedangkan tidak adanya ikatan perkawinan maka anak disebut anak luar 
kawin dan hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu.  

 Penyusun dalam penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (library 
riset), dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat diskriptif analisis komparatif. 

Untuk kemudian digunakan dalam menelaah kasus anak luar kawin yang khususnya 
tidak ada pertanggungjawaban dari pihak laki- laki, sementara hukum tidak mengatur 
terkait pemaksaan laki- laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Bagaimana 

pengaturannya dalam hukum dan bagaimana bentuk perlindungannya serta komparasi 
pengaturannya dalam kedua aturan tersebut.  

 Setelah menganalisa Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terkait 
perlindungan hukum anak luar kawin, penyusun berkesimpulan bahwa anak luar 
kawin tidak mendapat pertanggungjawaban yang wajib dari pihak laki- laki terkait 

anak yang lahir, nasab hanya pada pihak ibu saja dan keluarga ibu yang 
bertanggungjawab atas anak secara hukum. Sehingga pada catatan akta, anak akan 

berstatus luar kawin atau hanya berorangtua ibu saja. Sedangkan komparasi 
pengaturan perlindungan anak luar kawin dalam Undang-undang Perlindungan Anak 
adalah tidak adanya pembeda antara status anak, latar belakang anak sehingga semua 

anak Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari diskriminasi, 
penerlantaran, ketidakadilan maupun kekerasan. Pihak yang bertanggungjawab atas 

anak adalah orang tua dan keluarga, masyarakat serta pemerintah (negara). 
Sedangkan KHI membedakan anak luar kawin dengan anak dalam kawin atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah, sehingga anak luar kawin tidak bernasab dengan laki-

laki (ayah biologis) sehingga secara hukum anak tidak berhak mendapatkan hak dari 
ayah biologis melainkan berhak nafkah dari ibu dan keluarga ibu saja. 

Key word: perlindungan hukum, anak luar kawin, status, nasab, wujud perlindungan, 

komparasi. 
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TRANSLITERASI 

Skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan 
No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut : 
Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

ب  Ba’ b Be 

ت  Ta’ t Te 

ث  S|a’ s| Es (titik di atas) 

 Jim j Je ج

 H>>}a h} Ha (titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z| Ze (titik di atas) ذ

 Ra r Er ز

 Za z Zet ش

 Sin s Es ض

 Syin sy Es dan ye ش

 S}ad s} Es (titik di bawah) ص

 D}ad d} De (titik di bawah) ض

 T}a t} Te (titik di bawah) ط

 Z}a z} Zet (titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w W و

Ha ي  ̀ h Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

ٌ Ya y Ye 
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A. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 

 
 

Fathah 
Kasrah 

Dammah 

a 
i 

u 

a 
i 

u 

Contoh: 
 kataba -    كَتَةَ  

 zukira -   ذُكِسَ 
2. Vokal Rangkap 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 

يْ.َ..  Fathah dan ya’ Ai a dan i 

وْ.َ..  Fathah dan wau au a dan u 

 

Contoh:  
 
ُْفَ   kaifa - كَ

 
 haula -   هَىْلَ 

B. Maddah  
 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

ى..َ.ا .َ..  Fathah dan ya’ ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas ...ِ...ى

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas ..ُ.…و

Contoh: 

 qāla-   قَالَ 
 ramā-  زَمًَ 

ُْلَ   qīla-  قِ
ََقُىْلُ     -yaqūlu 
C. Ta’marbutah 

 
1. Ta’ marbutah hidup  

 Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
 transliterasinya adalah /t/.  
 Contoh: 

 raud}ah al-atfāl-    زَوْضَةُ اْلَا طْفاَلْ   
2. Ta’ marbutah mati 

   Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harka sukun, transliterasinya adalah 
 /h/ 

       Contoh: 
 talhah-     طَلْحَة             
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3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
 

D. Syaddah (Tasydīd) 
  

 Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  huruf 
yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh: 

 rabbanā -   زَتَىَا  
 nazzala - وَصَلَ  

 al-bir -   اَلثِسّ  
E. Kata Sandang 

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

  Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
 dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

 huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
 Contoh: 

 ar-rajulu -    اَلْسَجُلُ  

 asy-syamsu -    اَلْشَمْطُ  
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

  Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

 dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
 bunyinya. 

 Contoh: 
َْعُ    al-badī’u -     اَلْثَدِ

 al-jalālu -    اَلْجَلَالُ  
F. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 

Contoh: 
 ta’khuzūna -   تَأخُرٌوْنَ 
ٍْءٌ  شَ    - syai’un 
G. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam 
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 
Contoh: 
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ُْهَ ُْسُ السَاشِقِ  Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn -  وَاِنَ الَله لَهُىَ خَ

                                    Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn 
H. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
 Wa ma Muhammadun illār-rasūl-  وَمَا مُحَمَدٌ إلَا السَظُىْول
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MOTTO 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.(Q.S : Al-Ra`du (13): 11) 

 

Wahai manusia berusahalah kalian untuk dunia mu  

Seakan-akan kamu akan hidup seribu  

Tahun lagi  

Namun beribadahlah kamu  

Seakan-akan  

Kamu akan mati di esok pagi 
 

KEBERANIAN ITU MILIK SIAPA SAJA  

YANG BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN 
BERTINDAK BUKAN YANG BERBAKAT 

ATAU BEROTOT 

 

 

KESUKSESAN DITENTUKAN OLEH A, B, C DAN D 

YAKNI 

HARUS ADANYA ALAT (PERANTARA) 

BERUSAHA (EFFORT) 

CITA-CITA (SEBAGAI TUJUAN YANG DICAPAI) 

DOA (SEBAGAI OBAT) 

DAN KARENA KEHENDAK ALLAH 

SERTA TAWAKAL 
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KATA PENGANTAR 
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َأشٍد أن لا إلً إلا الله َحدي لا شريك لً،  مه يٍدي اللًّ فلا مضل لً، َمه يضلل فلا ٌبدي لً

 .أمب بعد.  َأشٍد أن محمدًا عبدي َرسُلً، صلُات الله عليً َعلى آلً َأصحببً أجمعيه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu anugerah Allah yang paling berharga bagi umat manusia adalah 

anugerah anak,  dengan adanya anak maka harapan masa depan seseorang ada yang 

meneruskan bahkan harapan perbaikan generasi penerus dari generasi sebelumnya. 

Allah telah menciptakan sunnatullah1 dengan kehendak-Nya yakni didahului adanya 

hubungan  antara seorang laki- laki dan perempuan untuk bisa meninggalkan 

keturunan. Hubungan yang dimaksud dalam tinjauan umum adalah adanya ikatan 

yang resmi antara kedua insan (laki dan perempuan) untuk kemudian membolehkan 

hubungan-hubungan yang lain secara halal, lebih jelasnya lagi adalah adanya ikatan 

tali pernikahan yang sah menurut agama (Islam).  

Khusus terkait pembahasan anak hanya secara global dalam UU No. 1 tahun 

1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP)), sebut saja hadanah2, 

status anak (anak sah dan tidak sah). Perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-

undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah.3 Pasal ini mempunyai implikasi yang berbeda jika ditafsirkan dengan pendekatan 

hukum Islam, hukum Islam hanya mengenal anak yang lahir dari akibat perkawinan 

                                                                 
1
 Ketentuan-ketentuan (hukum) Allah SWT yang berlaku atas segenap alam dan berjalan 

secara teratur, tatap dan otomatis, Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Houve, 1996), V: 1671.  
2
 Mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan 

kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri. Ibid, II: 415. 
3
 Lihat Pasal 42 UUP. 
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yang sesuai dengan syariat. Pasal ini menurut penafsiran penyusun bertujuan untuk 

kepentingan anak agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum anak.  

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang anak sebagaimana UUP yakni 

adanya anak sah dan tidak sah dan ditambah adanya kawin hamil, 4 sebagai bentuk 

perlindungan anak agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan 

menimpa anak maupun pihak wanita. Namun perlu dicermati dari pasal ini (Pasal 53 

KHI), tidak terjawab jika pihak yang menghamili tidak mau bertanggungjawab, inilah 

yang perlu dikaji lebih dalam karena tidak terjawab dalam pasal tersebut secara 

tersurat. 

KHI dalam skripsi ini adalah sebagai produk hukum Islam yakni fiqh 

Indonesia yang tentu mempunyai perbedaan dengan fiqh-fiqh klasik karena telah 

tercampur dengan adat bangsa Indonesia. Jadi jika disebutkan KHI berarti 

mengacunya fiqh Indonesia bukan sebuah hukum positif yang mempunyai kekuatan 

hukum, KHI menjadi berkekuatan hukum jika telah dipakai oleh hakim dan akan 

menjadi mempunyi kekuatan hukum adalah keputusan hakimnya (yurisprudensi). 

KHI dalam tatanan hukum Indonesia terbagi menjadi dua pandangan yakni sebagai 

hukum tertulis dan tidak tertulis.5  

Pernikahan adalah jalur yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai wadah yang 

tepat untuk melestarikan keturunan dan banyak mendatangkan hikmah dan pelajaran 
                                                                 

4
 Lihat Pasal 53 dan 99 KHI. 

 
5
 KHI menjad i hukum tidak tertulis karena berupa Inpres yang nota bene tidak menjad i tata 

urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertu lis dan KHI merupakan 

hukum tertulis karena berisi law, rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi 

political law. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 63.  
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yang bisa diambil dari itu. Permasalahan akan selesai jika semua orang melakukan 

pernikahan yang salah satu tujuannya untuk menyalurkan hasrat bio logis. Namun, ada 

juga orang yang menyalurkan hasrat biologis dengan cara zina yang jelas-jelas telah 

dilarang oleh Allah, sehingga menghasilkan anak yang tidak sah.6 Akibat utama yang 

akan ditimbulkan dari perbuatan itu adalah bukan zinanya (urusan dengan Allah), 

namun anak yang lahir, dalam kondisi ini anak akan menjadi korban dosa orang yang 

melahirkannya yakni tidak mendapat status jelas, tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan laki- laki yang menghamili dan yang mengerikan adalah sebagian orang 

menjulukinya dengan anak haram. Solusi awal dalam kehidupan bermasyarakat 

persyaratannya jika masyarakat mau menerima kehadiran mereka meskipun itu sulit, 

namun masyarakat harus merubah paradigma mereka terkait anak haram.  

Anak luar kawin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bukan anak 

dibenihkan di luar kawin, entah anak lahir dalam kondisi kawin orang tuanya atau 

setelah lahir kemudian terjadinya perkawinan antara mereka (yang berzina). Namun, 

anak yang lahir namun pihak laki- laki tidak bertanggungjawab akan perbuatannya 

sehingga anak dan ibu adalah benar-benar menjadi berstatus single. Secara jelas 

kondisi ini adalah berbeda dengan yang biasa, maka ibu dan terutama anak perlu 

dilindungi oleh hukum. Meskipun di masa sekarang banyak anak yang tanpa bapak 

dan tidak mempunyai masalah, sebagian masyarakat tidak menganggapnya lagi 

                                                                 
6
 Anak-anak yang bukan merupakan hasil perkawinan yang sah disebut anak yang tidak sah, 

meliputi anak zina, anak sumbang, maupun anak luar kawin. J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang 

Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: PT Citra Aditya Bakt i, 2005), h lm. 78.  



4 
  

menjadi anak yang berstatus buruk namun tetap akan berdampak pada kejiwaan anak 

tersebut. 

Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak 

sudah cukup representatif dalam upaya pengimplementasian perlindungan hukum 

terhadap anak diantaranya: 1) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 2) 

PP No. 2 tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai 

masalah, 3) Kepres RI No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the 

Right (Konvensi tentang Hak Anak) dan 4) UU No. 23 tahun 2002 (selanjutnya 

disebut UUPA) tentang Perlindungan Anak.7 Sebagai tindak lanjut UUPA, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kemudian bagaimana kinerja pemerintah dalam 

upaya untuk melindungi anak tertutama yang tidak jelas statusnya seperti yang 

dibahas dalam skripsi ini. Pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungan kepada 

anak telah berhasil mendirikan lembaga  KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) yang tugasnya untuk membantu menangani dan mengakomodir 

permasalahan yang menyangkut masalah anak.   

Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah : 
1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan 

perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.  
2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu 

orang pria atau lebih. 
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya. 
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang 

(salah sangka), disangka suami ternyata bukan.  

                                                                 
7 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak  (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 4  
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5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan 

yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara 
sepersusuan.8 
 

Jika pasal KHI (Pasal 53 ayat (1)), mengharuskan orang yang menghamili 

adalah yang menikahi wanita yang dihamilinya, lalu bagaiman jika yang menghamili 

adalah saudara kandung, ayah kandung pada anaknya. Tentu anak dan ayah tidak bisa 

melangsungkan pernikahan secara hukum, padahal zaman sekarang telah terjadi. Lalu 

bagaimana kisah selanjutnya anak yang dihasilkan dari hubungan itu. Maka harus ada 

yang menikahinya kelak dan yang jelas adalah laki- laki lain. kasus ini sama dengan 

tidak adanya pertanggungjawaban laki- laki untuk menikahi wanita yang telah 

dizinainya. 

Pada dasarnya anak yang dimaksud di atas mendapat porsi perlindungan 

hukum yang sama dalam UUPA, hanya saja jika menengok ke lapangan akan berbeda 

karena masalah tertib administratif. Oleh karena itu sebagai langkah awal agar jelas 

kedudukan anak dalam ranah kemanusiaan maka anak yang tidak mempunyai bapak 

harus mempunyai bapak angkat atau anak yang tidak mempunyai kedua ibu bapak 

harus diangkat menjadi anak angkat oleh orang lain atau Negara yang menunjuk 

kepada orang supaya mau menjadi orang tua angkatnya.  

Realita kehidupan anak sekarang tidak mungkin lagi terkover dengan hanya 

berpedoman pada hasil ijtihad ulama dahulu namun harus adanya terobosan-

terobosan hukum baru agar anak tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak 

                                                                 
8
“Menempatkan Anak Yang Lahir d i Luar Nikah Secara Hukum Islam” http//  

yayanakhyar.wordpress.com, akses tanggal 11 Desember 2009       
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bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan undang-undang 

terkait anak, guna menjamin perlindungan hukum sehingga anak mendapatkan hak-

haknya meskipun ia seorang anak yang tidak mempunyai orang tua kandung yang 

utuh atau sama sekali orang tua kandung. Namun sekali lagi penyusun tegaskan 

bahwa perlindungan hukum anak dalam tataran hukum materiil berbeda dengan 

kenyataan lapangan karena banyak faktor.  

Di sinilah, penyusun mencoba menganalisi permasalahan ini dengan 

menggunakan pendekatan hukum materiil9 terutama yang terdapat dalam UUPA dan 

KHI. Hal ini dalam pandangan penyusun lebih realistis dibanding harus melihat 

fenomena yang sebenarnya, karena melihat kondisi Indonesia  yang tidak stabil 

terutama dalam bidang ekonomi dan juga dalam hal pengaplikasian hukum yang 

belum maksimal. Sehingga diharapakan nantinya dari hasil penelitian dapat 

memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum 

terhadap anak secara umum dan terlebih pada anak yang lahir di luar perkawinan agar 

hak-hak mereka lebih terjamin. Penjaminan hak-hak anak yang lahir di luar 

perkawinan bukan berarti untuk melegalkan perzinaan namun semata-mata untuk 

memuliyakan hak anak sebagi manusia yang normal.  

 

 

                                                                 
9
 Hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-

perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan. Lihat  Kamus Hukum 

(Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2008), hlm. 149.  
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B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas terkait perlindungan hukum anak 

luar perkawin perlu adanya perumusan masalah yang membatasi pembahasan pokok 

masalah yang dibahas yakni: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan 

dalam UUPA dan KHI dan bagaimana wujud perlindungan hukumnya. 

2. Bagaimana komparasi pengaturan perlindungan anak luar kawin dalam UUPA 

dan KHI. 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin 

dalam UUPA dan KHI serta bagaiman wujud perlindungan hukumnya.  

2. Menjelaskan perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak 

luar kawin antara UUPA dan KHI. 

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diantaranya : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal anak, terutama pada anak 

luar kawin. 

2. Memberikan pertimbangan pada hakim untuk lebih mengedapankan dan 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak terutama pada kasus anak luar 

kawin. 
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D. Telaah Pustaka  

Anak ditempatkan pada posisi dimana ia belum mempunyai kewajiban hukum 

(tindakan hukum), tentu saja harus dibedakan dengan orang dewasa. Kewajiban untuk 

merawat, mendidik, membimbing dan membiayai kehidupan mereka adalah tanggung 

jawab orang tua awalnya namun juga menjadi tanggungjawab kita semua terlebih 

Negara. Sesuai dengan UUPA dan dikuatkan dengan undang-undang sebelumnya 

bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. “Anak yang tidak 

mempunyai orang tua berhak  memperoleh asuhan Negara atau Badan atau 

Negara.”10 Hal ini juga diperkuat dengan pasal lain dalam UUPA yakni: “Negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab 

terhadap penyelenggaraan perlindung anak.”11 Kalau dalam pasal ini negara 

(pemerintahan) adalah yang pertama yang berkewajiban untuk upaya perlindungan 

hukum terhadap anak, lepas perannya dalam realita.  

 Sementara itu buku-buku yang membahas masalah perlindungan anak  yang 

berhasil penyusun telususuri di antaranya buku yang ditulis oleh Waluyadi, Hukum 

Perlindungan.12 Buku ini Secara umum menjelaskan perlindungan hukum terhadap 

anak dari segi yuridis yang dituangkan dalam dua bab yakni bab I terkait instrument 

nasional perlindungan hukum terhadap anak (remaja) dan bab II berisikan Instrumen 

internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak dan implementasinya di 

                                                                 
10

 Pasal 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
11

 Pasal 20 UUPA. 
12

 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak  (Bandung: Mandar Maju, 2009).  
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Indonesia. Dalam buku ini terkait perlindungan anak sudah cukup representatif 

namun tidak menjurus pada perlindungan kepada anak luar kawin secara khusus.  

Buku berjudul Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-

undang tulisan J. Satrio13, menjelaskan secara panjang lebar terkait kedudukan anak 

dalam keluarga mulai dari anak sah dan tidak sah maupun adopsi. Buku ini cukup 

representatif dalam pembahasan anak luar kawin namun menurut tinjauan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgelick Wet Book).  

Selanjutnya buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak  yang ditulis Irma 

Setyowati Sumitrto14, memaparkan bahwa salah satu upaya perlindungan hukum anak 

adalah dengan cara pengangkatan anak dan juga membahas ruang lingkup 

perlindungan anak secara umum. Buku ini tidak secara khusus memabahas 

perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.  

Anak memang semestinya wajib untuk dipenuhi kebutuhannya oleh orang 

tuanya sesuai kemampuannya oleh karena itu dalam bukunya H. Khamim Zarkasyi 

Putro15, dengan judul Orang Tua Sahabat Anak dan Remaja yang memaparkan 

bagaimana peranan yang dominan terhadap eksistensi anak yang menentukan hitam 

atau putihnya anak. Selanjutnya dipaparkan juga sebab-sebab terjadinya kenakalan 

anak yang terjadi diera kekiniaan akibat dari kurang kontrolnya orang tua terhadap 

                                                                 
13

 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: 

PT. Citrta Aditya Bakti, 2005).  
14

 Irma St iyowati Sumit ro, Aspek Hukum Perlindungan Anak  (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). 
15

 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia ( Bandung: PT. Cit ra Aditya Bakt i, 2003) dalam 

skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam karya 

Mujiburrahman AM, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA Yogyakarta (2009). 
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perkembangan anak akibat tidak ada waktu bersama mereka karena pekerjaan, 

pemenuhan kebutuhan fisik saja namun tidak diperhatikan kebutuhan kasih saying 

anak kepada orang tua. 

Dalam buku yang ditulis Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 116, dipaparkan 

bahwa kesehatan mental anak dan remaja akan sangat dipengaruhi oleh peran orang 

tua dan keluarga yang dominan sebagai tahap awal membentuk kesehatan mental 

yang utuh. Jika tidak adanya ayah pada waktu anak-anak dilahirkan padahal orang tua 

sangat dominan dalam membentuk karakter anak nantinya.  Pada buku yang sama 

yakni Kesehatan Mental 2,17 Yustinus Semiun menjelasakan pada pembahasan 

kesehatan mental anak bahwa anak akan mengalami gangguan kepribadian karena 

mereka cemas jika berpisah dengan orang tuanya.  

 Pembahasan perlindungan anak dalam tataran skripsi sebelumnya yang 

penyusun telusuri yakni skripsi yang disusun oleh Mujiburrahman AM dengan judul 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Perspektif Hukum 

Islam.18 Pembahasan skripsi ini memang lebih fokus pada anak jalanan secara umum 

dengan mengabaikan apa status anak yang ada di jalanan tersebut namun yang lebih 

menariknya adalah penulis lebih fokus pada pembahasan masalah dengan 

menggunakan pendekatan usuliyyah  yakni konsep maqa<sid syari>̀ ah (tujuan-tujuan 

syariat), Sad al Z}ariah (menutup jalan kejahatan) dan maqa>sid mustaqbaliyah ( 

                                                                 
16

 Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2006). 
17

 Ibid, Kesehatan Mental 2. 
18

 Mujiburrahman AM, “Perlindungan Hukum Terhdap Anak Jalanan dalam Perspektif 

Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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tujuan-tujuan masa depan). Skripsi ini hanya membahas anak secara umum dan 

realita anak jalanan di Indonesia dan bagaimana perlindungannya.  

E. Kerangka Teoritik  

Perkembangan sebuah hukum harus mencerminkan kondisi dan perubahan 

zaman, tentu menuntut adanya perubahan secara harmonis. Tidak bisa tidak dan tidak 

mungkin produk-produk hukum yang telah ada di masa yang lalu secara utuh 

dilaksanakan pada masa kekinian, meski sebagiannya terdapat kesesuaian yang tidak 

bisa dipingkiri dalam sebuah produk hukum dengan realita yang semakin 

berkembang. Berbicara hukum maka pada dasarnya berbicara substansi yang sama 

yakni keadilan, keharmonisan, kesesuaian dan kedinamisan. Baik hukum Islam (sebut 

fiqh) maupun hukum positif tetap harus berkembang dan berjalan sesui dengan 

perkembangan zaman. Begitu juga dalam membahas masalah anak yang lahir di luar 

perkawinan yang saat ini banyak terjadi. Tentu hukum tidak bisa berjalan hanya pada 

tataran yuridis formal saja yakni terbatas pada tulisan aturan namun yang terpenting 

lagi adalah harus memperhatikan keadailan masyarakat serta masa depan anak.  

Anak pada dasarnya adalah sebagai seseorang yang mempunyai kesamaan hak  

asasi manusia. Berdasarkan hadis nabi yang berbunyi :  

عهّ انفطشة ، فأبُاي يٍُداوً أَ يىصشاوً أَ يمجساوً ، كمثم انبٍيمت حىخج انبٍيمت كم مُنُد يُنذ 

، ٌم حشِ فيٍا جذعاء
19

  

                                                                 
19

 Al-Bukha>ri, Sahi>h} al-Bukha>ri, dalam al-maktabah asy-sya>milah, www.islamic-

council.com. 
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Tidak benar anak dikatakan tidak sama (asal muasal), mereka semua adalah fitrah.20 

Dalam fiqh anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut anak zina.21 

 Anak adalah mereka yang masih lemah dari segalanya, jadi perlua adanya 

perawatan dan pemeliharaannya dari semua pihak terutama orang tuanya. Dikatakan 

anak adalah bagi mereka yang kurang dari 18 tahun (UUPA) atau belum 21 (KHI) 

dan belum menikah, kalau dalam hukum Islam mereka yang belum baligh. Mereka 

mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masayarakat, pemerintah dan negara. 

Perlindungan hukum anak adalah upaya perlindungan terhadap berbagai 

kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta 

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah 

perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. 22 Hal ini sesuai 

dengan pengertian perlindungan anak dalam UUPA yaitu  

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.23 

 

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak luar kawin pada dasarnya 

adalah upaya semua pihak terutama negara dalam menjamin warga negaranya 

                                                                 
 

20
 Abdul Aziz Dahlan (edt.) Ensiklopedi Hukum Isalam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 

2001),  II: 381. 
21

 Anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan orang tuannya. Abdul Aziz 

Dahlan (ed.) Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2001), I: 114. 
22

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakt i, 1998), hlm. 153.  
23

 Pasal 1 ayat (2) UUPA. 
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termasuk anak (lepas statusnya) dalam upaya untuk memberikan keadilan yang sama, 

kesejahteraan  dan perlindungan hukum dari segala hal yang mengganggunya sejauh 

diatur oleh hukum (UU dalam arti sempit). Konskuensi logis yang perlu digaris 

bawahi oleh lembaga legislatif dalam membuat produk undang-undang dalam upaya 

perlindungan hukum terhadap anak adalah harus memperhatikan tiga unsur yakni 

undang-undang tersebut harus mencakup  1) perlindungan terhadap kebebasan anak, 

2) perlindungan terhadap hak asasi anak, 3) perlindungan terhdap semua kepentingan 

anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. 24  

Konsep Islam terkait perlindungan anak secara umum tertuang dalam ayat 

sebagai berikut; 

25اَنيخش انز يه نُحشكُا مه خهفٍم رسيت ضعا فا خا فُا عهيٍم فهيخقُا الله َنيقُنُاقُلا سذيذ  

ه  َانُانذاث يشضعه أَلادٌه حُنيه كامهيه نمه أساد أن يخم انشضاعت َعهّ انمُنُد نً سصقٍ

َكسُحٍه بانمعشَف لا حكهف وفس إلا َسعٍا لا حضاس َانذة بُنذٌا َلا مُنُد نً بُنذي َعهّ 

انُاسد مثم رنك فإن أسادا فصالا عه حشاض مىٍما َحشاَس فلا جىاح عهيٍما َإن أسدحم أن 

حسخشضعُا أَلادكم فلا جىاح عهيكم إرا سهمخم ما آحيخم بانمعشَف َاحقُا الله َاعهمُا أن الله بما 

حعمهُن بصيش
26

 

Kedua ayat ini kemudian dipandang sebagai acuan dalam upaya pemeliharaan anak 

sebagai generasi penerus. Kita sebagai orang tua apapun yang terjadi, dalam ayat ini 

diperintahkan untuk meninggalkan anak yang kuat dan tidak lemah. Bertolak 

                                                                 
24

 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak  ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 4. 
25

 An-Nisa`( 4): 9. 
26 Al-Baqarah  (2): 233  
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belakang dari itu, anak yang terlahir tanpa bapak (anak zina) atau luar kawin tentu 

mempunyai latar belakang psikis yang lebih lemah dibanding anak yang normal jika 

mereka tahu yang sebenarnya akan statusnya. Islam juga meninggikan kedudukan 

anak tanpa memihak atau pandang bulu statusnya karena anak adalah perhisan dalam 

hidup berkeluarga. 

  27انمال َانبىُن صيىت حيُة انذويا َانبقيج انصهحت خيش عىذ سبك ثُا با َخيش املا

Islam adalah agama yang rah{matan li al`a>lami>n yang sangat mempedulikan 

umat manusia agar mendapatkan apa yang menjadi hak layaknya manusia. Begitu 

juga dengan anak, Islam menetapkan bahwa keturuanan menjadi hak anak, karena 

dengan itu anak bisa menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin 

menimpa dirinya. Islam tidak  membiarkan keturunan itu diperlakukan semaunya 

sendiri oleh orang yang bersangkutan.28 

Orang pertama yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah 

orang tua yang bersangkutan, dalam kondisi normal. Namun, bagi anak yang tidak 

berbapak (tidak bertanggungjawab) maka pihak ibu dan keluarga ibulah yang 

bertanggungjawab terhadapnya dengan segala resiko yang menyertainya.  

Sebagai upaya dalam  pemulusan pengaplikasian perlindungan terhadap umat 

manusia maka ulama menelurkan konsep fiqh maq>asid syari>̀ ah (tujuan-tujuan 

syariah). Ini sebagai benteng atau pondasi untuk mencegah hal-hal yang merusak dan 

                                                                 
27

 Al-Kahfi (18): 46. 
28

 Zakarya Ahmad al-Barry, Ah{kam al-Aula>d  fi al-Islam, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. 

1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h lm. 7. 
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merugikan kepentingan umat secara umum sehingga sedikit mungkin kemadaratan 

bisa ditekan. Maqasid syariah ada 3 macam yaitu daru>riyah (primer), ha>jiyah 

(skunder), dan tahsi>niyah (tersier). Sementara yang termasuk maqa >sid daru>riyah  

diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan. 29 Dalam 

istilah lain maqa >sid daru>riyah, ulama usul fikih sering menyebutnya dengan al-

mas}a>lih al-khamsah.30 

Pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan universal dan memelihara 

keturunan dari kerusakan yang tentunya sesui dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan 

syari>`ah yang tertuang dalam 5 dasar daruriyah terutama h}ifz} al-nasl inilah yang 

menjadi alat atau media penyusun untuk menemukan konsepsi perlindungan hukum 

anak luar kawin. Untuk memperkuat itu penyusun juga mencoba mengkolabrasikan 

dengan teori Sad al-Z}ari>ah yaitu menutup jalan kemad}aratan  dan mempertahankan 

kemaslahatan umat. 

Anak jika telah lahir maka wajib dipelihara oleh pihak yang berwajib dengan 

segala hak-haknya menjadi anak. Posisi anak luar kawin adalah dalam kondisi bahaya 

jika tidak ada bapak secara umum, maka untuk menutupinya maka sang ibu agar 

dinikahkan dengan laki- laki yang mau, meskipun nanti anak tidak ada hubungan 

nasab dengan laki- laki yang menikahi ibu (laki- laki lain). Namun setidaknya dengan 

                                                                 
29

 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Hermeneutika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 

2006), hlm. 45. 
30

 Abdul Aziz Dahlan (edt.) Ensiklopedi Hukum Isalam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 

2001), IV: 1144. 
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jalan ini ia terkurangi penderitaannya, dengan kata lain anak menjadi anak yang 

ajnabi dari pihak ayah (baru).  

F. Metode Penelitian 

Metode dalam kamus bahasa Indonesia diartikan cara yang teratur dan 

sistematis untuk pelakasanaan sesuatu.31 Penelitian sendiri secara umum diartikan 

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.32 Sehingga secara umum metode penelitian 

merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu (data) yang dituangkan dalam proses 

yang sistematis dan analitik guna memenuhi tujuan tertentu.  

Dalam penyususunan skripsi ini, metode pembahasan yang dipakai sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library riset), yang 

sumber utamanya berupa karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku-buku sebagai 

sumbernya.33 Yakni pada dasarnya menekankan pada penelusuran dan penelahaan 

bahan-bahan pustaka dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan anak secara 

umum dan perlindungan hukum anak secara khusus dan sehingga menelurkan 

pemahaman terkait anak luar kawin. Dalam hal ini penysusun menitik beratkan pada 

                                                                 
31

 Achmad Maulana, dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Absolut, 2004), h lm. 306.  
32

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2008), hlm. 5.  
33

 Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 9.  
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buku-buku terkait perkawinan, tentang anak dan perlindungan anak yang telah ditulis 

sebelumnya. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif34  yakni menelaah 

atau menganalis pasal-pasal dalam KHI dan UUPA terkait anak dengan bantuan 

berbagi literatur dan informasi sebagai pendukung, untuk kemudian ditemukan 

pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Selanjutnya dari hasil 

analisis tersebut dikomparasikan antara keduanya untuk mendapatkan kesimpulan 

bagi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. 

3. Pendekatan Masalah  

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni 

mendekati masalah dengan melihat pada aspek-aspek dan prinsip-prinsip hukum yang 

berkaitan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang terkait anak atau 

peraturan lain yang masih berkaitan dan juga menggunakan pendekatan hukum Islam 

(KHI sebagai produk fiqh Indonesia), terutama yang dituangkan dalam sebuah 

peraturan yang mengikat seperti KHI dan juga pemahaman-pemahaman para ulama 

terkait anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan. 

 

 
                                                                 

34
 Diskriptif berart i menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala 

lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memperoleh 

kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), hlm. 47-59. 
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4. Sumber Data 

Pengumpulan data yang digunakan adalah menelaah terhdap bahan-bahan 

pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut,35 

a. Primer, yakni pengambilan data bersumber dari hukum Islam yang berupa al-

Qur`an dan al-Hadis kemudian hukum  positif baik berupa UUD 1945, 

Undang-undang (khususnya UUPA), KHI dan Peraturan Pemerintah atau 

peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan skripsi. 

b. Skunder, yaitu berasal dari penjelasan kitab-kitab tafsir, kitab- kitab hadis, 

maupun kitab-kitab fiqh kemudian penjelasan karya-karya hukum baik dari 

penjelasan rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku 

tentang anak. 

5. Analisis Data 

Uraian pembahasan sejak awal penyusunan skripsi  ini, maka perlu adanya 

bentuk analisis untuk itu penyusun menggunakan metode: 

a. Deduktif, yakni dimulai dengan menilik aturan-aturan yang terdapat dalam al-

Quran, hadis serta undang-undang (khususnya UUPA dan KHI) yang berlaku 

untuk menelaah pengaturan perlindungan hukum anak luar kawin. 

b.  Komparatif, yakni membandingkan kedua aturan UUPA dengan KHI untuk 

ditemukan sebuah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. 

 

                                                                 
35

 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Prkatis 

(Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka bahasan-

bahasan dalam skripsi ini dijabarkan menjadi bab-bab sebagai berikut : 

Bab pertama  yakni pendahuluan yang berisikan bab yang menjelaskan latar 

belakang masalah, rumusan  masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum anak yang berisikan 3 sub bab, sub 

bab satu tentang seputar anak yang akan memaparkan pembahasan seputar anak, 

untuk sub judul kedua membicarakan kedudukan anak dalam KHI, hukum Islam 

secara umum dan dalam undang-undang, terakhir menjelaskan pihak-pihak yang 

bertanggungjawab terhadap anak. 

Bab ketiga  menggambarkan pembahasan tentang  perlindungan hukum anak 

luar kawin yang pembahasannya dibagi ke dalam beberapa pembagian pembahasan, 

diantaranya menjelaskan seputar perlindungan hukum anak luar kawin yang 

mencakup definisi, ruang lingkup perlindungan hukum anak, dan dilanjutkan 

membahas pengaturan perlindungan hukum anak luar kawin dalam UUPA dan KHI 

dan terakhir menjelaskan bentuk atau wujud perlindungan hukumnya dalam kedua 

peraturan tersebut. 

Bab keempat merupakan inti dari skripsi ini yakni berupa analisis 

perbandingan dari tinjauan UUPA dan KHI berkenaan dengan upaya perlindungan 

hukum terhadap anak luar kawin, yang penjelasannya dibagi menjad i dua sub bab 
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yakni persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukumnya dalam UUPA 

dan KHI. Untuk sub bab terakhir menjelaskan relevansi pengaturan perlindungan 

anak luar kawin dalam masyarakat Indonesia.  

Bab kelima merupakan bagaian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan dan analisis di atas terkait perlindungan hukum anak luar 

perkawinan dalam tinjauan UUPA dan KHI untuk ditarik pengaturan perlindungan 

sekaligus wujud perlindungannya terhadap anak luar perkawinan, maka penyusun 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perlindungan utama terhadap anak luar kawin adalah orang terdekatnya, yakni 

orang tua berkewajiban memberikan nafkah, perwalian dan berhak 

mendapatkan nama baik. Oleh karena itu, jika ada indikasi wanita hamil di 

luar perkawinan maka segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya 

jika diketemukan (KHI, kawin hamil) atau orang lain, agar anak secara sah 

menjadi tanggungjawab ayah (meski tidak wajib) dan ibunya. Jika wanita 

hamil karena perkosaan, laki- laki tidak bertanggugjawab atau karena 

hubungan sedarah manakala mempunyai anak maka dinikahkan dengan orang 

lain, agar wanita dan anak nantinya mendapatkan nama baik dari masyarakat. 

Terkait nasab anak, ia hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu namun ayah 

baru tetap memberi nafkah kepadanya. Anak yang terlahir berhak 

mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum, perlakuan sama dan 

tidak adanya diskriminasi hukum. Hukumlah yang harus menyesuaikan 

terhadap anak yang lahir di luar perkawinan ini, atau hukum harus jelas 
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melarang perzinaan terlebih tidak adanya tanggungjawab terhadap anak 

terutama pada pihak laki- laki. Bentuk atau wujud perlindungan hukum 

terhadap anak luar kawin adalah anak tidak berhak mendapatkan hak-haknya 

dari ayah biologis melainkah hanya pada ibu dan keluarga ibu atau pihak ibu 

dan keluarga ibu saja yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak.  

2. Pengaturan anak dalam UUPA tidak memperhatikan latar belakang anak, 

entah ia seorang yang lahir dalam atau akibat perkawinan ataupun anak-anak 

lain yang tidak jelas latar belakangnya. Anak, siapapun dia berhak 

mendapatkan perlindungan secara hukum dari keluarga, masyarakat maupun 

pemerintah tanpa adanya diskriminasi, perlakuan tidak adil maupun 

kekerasan. Sedangkan KHI mengatur anak berdasarkan perkawinan orang 

tuanya, jika dalam atau akibat perkawinan maka anak secara hukum menjadi 

anak orang tuanya sehingga hal-hal kemudian yang menyangkut dengan anak 

maka dikembalikan pada keduanya. anak luar kawin hanya bernasab pada ibu 

dan keluarga ibu, pihak ayah tidak bertanggungjawab dan anak tidak berhak 

mendapatkan nafkah dari ayah biologis. Jadi perlindungan hukumnya hanya 

pada ibu dan keluarga ibu, apapun urusan yang berhubungan kepada anak 

maka dikembalikan hanya pada ibu.  

 

 



108 
  

B. Saran-saran 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah harus tegas dalam pengaturan perlindungan terhadap anak, 

khususnya anak luar kawin terkait keberadaannya. Sehingga nasib ke 

depannya jelas dan setara dengan anak-anak lainnya baik secara hukum 

maupun non hukum. Anak luar kawin agar dia mempunyai ayah (secara 

formal tapi tidak hakiki), maka ibu menikah dengan laki- laki lain dan nasab 

pada ibu saja namun anak berhak mendapatkan nafkah dari ayah baru dan 

pada akta kelahirannya tertulis ayah baru sebagai ayah (seperti ayah kandung), 

supaya urusan anak ke depan yang berhubungan dengan anak dalam 

urusannya akan lebih mudah terutama dalam urusan keadministrasian.  

2. Bagi Peneliti berikutnya 

Karena masih terbatasnya informasi khusus yang membahas judul dalam 

skripsi ini dan masih belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur 

perihal anak secara umum dan anak luar kawin secara khusus terutama terkait 

perlindungannya baik dalam lingkup hukum maupun luar hukum dan masih 

kurangnya follow up pemerintah terkait penanggulangan permasalahan anak 

maka, diharapkan peneliti selanjutnya lebih memfokuskan penelitiannya pada 

tataran lapangan. Begitu juga dengan penggunaan variabel independen dalam 

skripsi ini yang terlihat sedikit berbeda maka diharapkan bagi peneliti 

berikutnya yang hendak meneliti pokok bahasan yang sama agar lebih 
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memperhatikan penggunaan variabelnya karena tidak adanya proporsional 

terjadi perbandingan jika tidak dijelaskan lebih lanjut terkait KHI (jika 

peneliti adalah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum).  
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